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DEWAN PBRWAKIIAN RARTAT DABRArl
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  1  angka  17 jo Pasal  15
ayat (2) serta ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum
Daerah   menyebutkan   bahwa   Produk   Hukum   berbentuk
peraturan  daerah  atau  nana  lainya,   Perkada,   Peraturan
DPRD dari berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala
Daerah,  Keputusan  DPRD,  Keputusan  Pimpinan  DPRD  dan
Kepala     Badan     Kehomiatan     DPRD     dan     penyusunan
fropemperda     sebagal     nana     dimaksud     pada     ayat
( 1)ditetapkan dalam jangka waktu  1 (satu) tahun berdasarhan
skala  prioritas  pembentukan  rancangan  perda  dan  skala
prioritas  rancangan  perda  pada,   ayat  (2)   dilakukan  oleh
Bapemperda dan  Bagian  Hukum  sebelum  penetapan  perda
tentang  APBD  yang  ditetapkan  dengan   Keputusan   DPRD
Kabupaten Rembang;

b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a,  maka perlu  menetapkan  Keputusan  Dewan
Perwaldlan   Rakyat   Daerah   Kabupaten   Rembang   tentang
Program     Pembentukan     Peraturan     Daerah     Kabupaten
Rembang Tahun 2022;

Mengingat  :1.    Undang-Undang      Nomor      13      Tahun       1950      tentang
Pembentuhan  Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2.    Undang-Undang      Nomor       12      Tahun      2011       tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  sebagainana
telah diubah dengaLn Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang  Peruhahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

3.   Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa
kali teralchir dengan  Undang-Undang Nomor 9  Tahun  2015
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23
Tchun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4.   Undang-Undang      Nomor      12      Tahun      2011      tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun
2011 tentang Pembentukan Pera.turan Perundang-Undangan;

5.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tchun   2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hulnm  Daerah  sebagaimana
telah   diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Peraturan
Menteri   Dalani   Negeri   Nomor   45   Tahun   2019   tentang
Peruhahan   Kedua  Atas   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Norr`or 80 Tahuri 2015 tentang Pembentukan Pleduk Hukum
Daerch;

6.   Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016
tentang   Organisasi   dan   Tata   Kerja   Perangkat   Daerah
Kabupaten   Rembang   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tchun 2020
tentang   Perubahan   atas   Peraturan    Daerah   Kabupaten
Rembang  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan
Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSEN

:  Menyetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten   Rembang   Tahun   2023,   sebagaimana   tercantum
dalani lampiran Keputusan ini.

:  Program Propemperda sebagaimana diktum KESATU Keputusan
ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023.

:  Segala    biaya    yang    timbul    sebagal    akibat    ditetapkanya
Keputusan   ini   dibebankan   pada  Anggaran   Pendapatan   dan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang

KEEMPAT    :  Keputusan ini mulal berlalm pada tanggal ditetaphan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 November  2022
KEroA DPRD



PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

VO JENIS TENTANG MATERI roKOK

STATUS

PELAKSANAAN

DISBRTAI
UNIT/INSTANSITERKAIT TARGETPENYAMPAIAN

KETERANGAN
BARU LAMA NA

PenjelasanatauKeterangan

(1) (2) '3) '41 '5' (6) (71 (81 (91 (lot (111 (121

1. Pcrda Rcvisi RT/RW Kab. .  Tujuan, kebijahan dan + 2023 V 1.  DPU TARU Tahun lanjutan
Rembang Tahun 201 1 - strategi penataan .  BAPPBDA 2021-
2031 ruan8.Rencana strukturnlan8,.Rencanapolaniang,.Kawasostrategi8.arahanpemanfaatanruan8.Ipengendalianpemanfaatanruang .  DINTANPAN.DLH.BAG.HUKUM•BAG.PBMERINTAHAN 2022

2. Perda Pembangunan lndustri Ffrogram Pembanguan V 2023 1.Dinas Tchun lanjutan
Kabu paten Rembang Indu 8tri dalan jangkawaktu20tahunkedepanmeliputi:1.PenetapansasarandanprogrampengcmbanganindustriunggulanKabupatenRembang2.Pengembanganperwilayahan3.Pemt)angunensumberdayaindustri4.Pembangunansaranadanprasarana Perindustrian  danTenagaKeria2.BAG.Hukum 2022



industri5.Pemberdayaanindustri,saranakuantitatifpembangunansektorindustripadaaThirtahunpenetapandenganindikator:1.Pertumbuhanproduksisektorindustri2.KontribusiindustriNonMigastcrdapatPDR133.Kontribusicksporprodukeiindustriterhadapekspor4.Jumlahtenagakeriasektorindustri5.Nilalinvestasisektorindustri

3. Perda Perubahan atas Perda Perubahan Pcrda No. V V Materi 1.  SATPOL PP Tchun Perubchan
No. 2 Tahun 2019 2 Tahun 2019 tentang dalan 2.  BAG.  HUKUM 2023 Perda No. 2
tentang Ketertiban Ketertiban Umum Perda Tahun 2019
Umum .  karena adanya perda Penyakit tentang

penyakit maeyarckat Masyankat KetertibanUmumkaenasecanyuridismenyesualkandalanketentuandalanPerdaPenyahitMaeyarakat



Perda Pajak Daerah dan
Retribu si Daerah

Tujuan
Restrukturisasi dan
intregasi jenis pajak
daerch ditujukan
untuk mengurangi
administrative dan
compliance cost serta
Optimalisesi
pemungutan,
sedangkan skema
opsen ditujukan untuk
penggantian
Skema bagi hasil dan
penyesuaian
kowenangan
Ftasionalisasi jenis
retribusi daerch
ditujukan untuk
peninghatan kualitas
pelayanan yang
diberikan kepnda
masyarahat dan
mencjptckan
ekosistem iklim usaha
yang kondu sir.
Peraturan Daerah
yang mengatur tentang
Pengelolaan Pajak
Daerah dan Rctribusi
Daerah sesual dengan
dcngan ketentuan
dalam UU HKPD No. I
Tchun 2022

1.BPPKcO
2.OPD Pengelola

Restribusi (
Bagian Umum
Setda,
DINDIKPORA,
DINLUTRAN,
DINPARTAN,
DLH.  DINKES.
DINBUDPAR,
DINDAKOP UKM
DPUTARU )

Tchun
2023



5 Perda Pertanggung-jawaban Pertanggungjawaban
V

2023 BPKAD Tchun
Pelaksanaan APBDKabupatenRembangTchunAnggaran2022 APBD Tahun Anggaran2022 2023

6 Perda Perubahan APBD Pembahan APBD Tahun
V

2023 BPPRAD Tchun
Kabupaten RembangTahunAnggaran2023 Anggaran 2022 2023

7 Perda AnggaLran Pendapatan APBD TAHUN V 2023 BPPRAD Tahun
dan Belanja DaerchKabupatenRembangTahunAnggaran2024 ANGCIARAN 2024 2023

8 Perda Perlidungan dan Memberihan perlidu ngan
V

2023 I . DINBUDPAR Tchun
Inisiatif pemberdayaan Batik hasil karya perajin batik 2.BAGIAN HUKUM 2023

Lasem sebagdi warisan lasem yang dapat 3.DINDAKOP UKM
Budaya mengganbarkanindentitaskasdaerahdanpelestariannilalbudayayangmengganbarkankeberadaansertakebanggaandaerahyangbertujuanmeningkathandanmemperkenalkanpotensibudayadaerah,promosi,pemberdayaandanpeningkatanhasilproduklokal 4.DINPERINNAKER



9 Perda Pemberian lnsentif dan Memberihan kepastian V 2023 1.SATPOL PP Tahun Berdasarkan
Inisiatif Kcmudahan lnvestasi hukum  dan sebngai 2.BPPKAD 2023 Peraturan

di Kabupaten Rembang pedoman dalan 3.BAGIAN HUKUM Pencrintch No,
pembcrian insentif dankemudahaninvestasididaerahuntukmcningkatkaninvestasi,pertumbuhanekonomi,lapangankerja,kcmapauandandayasaingdaerchsertamendorongpengembanganekononddacrch 4.DPMFTSP 24 Tahun 2019tentan8penberianInsentifdankcmudahanInvesta8ididaerch

10 Perda Pemberdayaan Desa Memajuken
V

2023 1.SATPOL PP Tchun B€rdasarkan
Inisiatif Wisota kesejchteraan 2.BAGIAN KERSA 2023 UU Tahun 2009

masyarakat , meratakan 3.BAGIAN HUKUM tentang
kesempatan berusahadanlapangankerjasertamengangkatmelindunginilal-nhibudayalokaldanmenjagakelestarianalan 4. DINBUDPAR Kepalwicat-danUUNo.23Tchun2014TentangPemrintchdaerch,Pemerintaldaerchmempunyalkevenangandalanpengelolaankepariwicataandldaerch



11 Perda Pencegahan, Memberikan V 2023 1.SATPOL PP Tchun PP No. 40 Th
Inisiatif Pemberantasan dan pcncegahan, 2.BAGIAN HUKUM 2023 1991 tentang

Penanggulangan pengendalian, 3, DINKES penanggulangan
Penyakit Maeyarakat pemberantasan penyakitmenularuntukmenghentikanpenyebaranpenyakitmenular,mcnurunkanangkakesakitan,kecacatandankcmatiansertamemastikanmaayarakatmendapathanpelayananpenyaJdtmenulanyangefektif,cfisiendanberkesinambungandanmembentukbudaya,perilakuhidupbersihdanschaLtdimas_varakat wabah penyakitmenular

12 Perda Ichan Pcrtanian Untuk memberikan V 2023 1.DINTANPAN Tchun PP No. 01 Th
Inisiatif Fingan Berkelanjutan pelcksanaan,pembinaan,pengawasandanpengendehialihfungsilahanpertanianpangangunamenjaninkesedianlchanpertanianpangansecaraberkelanjutan,untukmeningkatkankemakmuransertakesejahteraanpetani,perlindungandanpemberdayzmpetani,penyedianlapangankeljadanmempertchankankeseimbanganekologisdanmewujudkanrevitalisasicertanian 2.BAGIAN HUKUM 2023 20 1 I tentangpenetapanalihfungsilchanpertanian,Pan8anberkelanjutandanPPNo.30Th2012tentangpembiayaanperlindunganlchanpertanianPan8anberkelanjutan



Perda
lnistatif

Peningkatan
Kcsejchteraan Pelaku
Uscha Perikanan

Meningkatkan
kesejchteraan
maayarakat pelaku
uscha perikanan serta
mewujudkan
kemandirian dalarn
rangka peningkatan
kesejahteraan kualitas
dan kehidupan lebih
balk

1.  DINLUTKAN
2.  BAGIAN

HUKUM

Tchun
2023

Di tetapkan  di Rembang pada  tanggal   November 2022

KETUA DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH

iJ     KaeupATEN   F`EMBANG


